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Abstract: Perempuan di negara dunia ketiga seperti Indonesia yang populer 

dengan sebutan kaum subaltern seringkali mendapat perlakuan subordinasi 

disebabkan polarisasi gender yang menenggelamkan hak dan status sosial 

mereka. Mengakarnya budaya patriarki menjadikan polarisasi gender masih 

subur di Indonesia, tidak terkecuali di Pulau Lombok yang masyarakatnya 

cenderung masih memiliki prinsip dan pola pikir konservatif karena 

memegang teguh warisan nilai nenek moyang. Mengacu pada kondisi 

demikian, Desa Sengkerang di Kabupaten Lombok Tengah membuat sebuah 

awig-awig pernikahan sebagai simbol perlawanan atas polarisasi gender dan 

menguatkan kedudukan kaum perempuan di masyarakat. Awig-awig tersebut 

berisi ketentuan bahwa mahar perempuan (pisuke) ditentukan besarannya 

berdasarkan tingkat pendidikan.  Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji 

awig-awig pernikahan di Desa Sengkerang sebagai bentuk perlawanan 

simbolik yang dilakukan oleh kaum subaltern terhadap polarisasi dan stereotip 

gender yang mengakar dalam masyarakat. Melalui pendekatan kualitatif 

dengan metode studi kasus, data diperoleh dari wawancara mendalam, 

observasi partisipatif, dan studi dokumen lokal. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa awig-awig pernikahan tidak hanya berfungsi sebagai aturan normatif 

yang mengatur hubungan sosial, tetapi juga sebagai ruang negosiasi dan 

penegasan identitas kaum subaltern dalam menolak pembatasan-pembatasan 

peran gender yang konvensional. Awig-awig tersebut mengandung nilai-nilai 

yang menempatkan kesetaraan dan keadilan gender sebagai bagian integral 

dari tata sosial desa. Dengan demikian, awig-awig pernikahan di Desa 

Sengkerang memberikan kontribusi penting dalam melawan dominasi 

patriarki melalui representasi simbolik yang memperkuat suara dan posisi 

kaum subaltern dalam struktur sosial. Temuan ini membuka wawasan baru 

tentang hubungan antara tradisi lokal dan dinamika perlawanan sosial 

terhadap ketidaksetaraan gender. 
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PENDAHULUAN  

 

Isu gender merupakan isu sosial yang tak 

pernah ada ujungnya (Kusumaningrum, 2022). 

Kompleksitas problema gender tidak hanya 

terjadi di negara-negara tertentu, akan tetapi 

sudah menjadi permasalahan secara global 

(Sinaci, 2024). Terlebih di negara dunia ketiga 

seperti Indonesia, polarisasi gender menjadi 

hegemoni di tengah masyarakat, sehingga luput 

dari perhatian karena dianggap bukan masalah 

yang serius (Permataningtyas, 2021). Hal itu 

terjadi akibat dominasi masyarakat dengan pola 

pikir tradisional yang kebanyakan menempati 

wilayah pedesaan (Suparman, 2018); Khaerani 

(2017). Dalam paradigma sosiologi poskolonial, 

kondisi tersebut secara tidak langsung merugikan 

kaum perempuan sebagai entitas sekunder yang 

kedudukan dan status sosialnya selalu di bawah 

laki-laki alias subordinasi (Baduge et al., 2024) 

yang mengakibatkan perempuan sulit 

berkembang dan memiliki kesempatan yang 

sama dengan laki-laki dalam berbagai sektor 

seperti pendidikan (Ayuning & Septia, 2023) dan 

pekerjaan di ruang publik (Shalim & Sulastri, 

2024). Selain itu, subordinasi gender juga 

semakin mempertegas bahwa kehidupan 

perempuan tidak akan jauh dari dapur, sumur, 

dan kasur (Wulandari, 2022).  

Perempuan tradisional di negara dunia 

ketiga yang notabenenya adalah negara bekas 

jajahan yang menjadi objek penindasan dan 
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diperlakukan subordinat dikenal dengan kaum 

subaltern (Bahardur, 2017). Istilah subaltern 

sendiri dipopulerkan oleh seorang ahli sastra dan 

kritikus feminis asal India bernama Gayatri 

Spivak (Suryawati et al., 2021). Dalam 

pandangan Spivak, perempuan subaltern 

hanyalah alat bagi para kapitalis (Setiawan, 

2018). Suara mereka selalu direpresentasikan 

oleh kelompok penguasa yang didominasi oleh 

patriarki, sehingga hal tersebut menjadi realitas 

semu. Oleh sebab itu, jika suara perempuan ingin 

didengar, maka representasi itu harus muncul 

dari kaum mereka sendiri dengan cara perempuan 

mendapatkan posisi istimewa dan kuasa (Layali, 

2024). Kedua hal tersebut akan mampu 

didapatkan jika perempuan memiliki kesempatan 

dan akses yang layak dalam pendidikan, 

pekerjaan, kelas, gender, dan kewarganegaraan 

(Yunairi, 2020). 

Indonesia sebagai negara bekas jajahan 

menjadi rumah bagi kelompok subaltern 

(Fahmilda & Putri, 2021). Pemikiran konservatif 

yang patriarkis pada masyarakat Indonesia 

menjadi pupuk yang menyuburkan bibit-bibit 

ketidakadilan gender. Perempuan sebagai 

kelompok gender yang dirugikan sulit melakukan 

perlawanan disebabkan rendahnya tingkat 

pendidikan (Larasati & Hamidsyukrie, 2022). 

Pendidikan merupakan strategi paling diplomatis 

dalam membenahi persepsi masyarakat terhadap 

gender perempuan (Malihah et al., 2024), seperti 

yang terjadi di Desa Sengkerang, Kecamatan 

Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, NTB.  

Masyarakat Desa Sengkerang memiliki 

persepsi bahwa perempuan yang berpendidikan 

berhak untuk mendapatkan status sosial tinggi 

dan kehidupan yang layak. Hal tersebut tercermin 

dalam budaya pernikahan yang sudah menjadi 

awig-awig (hukum adat yang disepakati) di desa 

tersebut, di mana laki-laki yang ingin menikahi 

perempuan dengan predikat sarjana strata satu 

(S1) harus membayar harga mahar (pisuke) 

dalam nominal yang tergolong tinggi (Aminah, 

2017). Ketentuan tersebut dimaksudkan sebagai 

bentuk penghargaan atas jerih payah si 

perempuan setelah berhasil menempuh 

pendidikan tinggi yang mayoritas perempuan di 

desa tersebut belum mampu mendapatkannya 

(Fiqriadi, 2021). Di sisi lain, konstruksi awig-

awig tersebut berangkat dari perspektif frontal 

masyarakat yang beranggapan bahwa tidak 

pantas bagi perempuan berpendidikan 

mendapatkan mahar rendah, dan tidak pantas 

pula bagi perempuan kurang berpendidikan 

mendapatkan mahar tinggi. Oleh karena itu, 

mahar pernikahan dan tingkat pendidikan 

menjadi aspek dasar yang membentuk status 

sosial perempuan di Desa Sengkerang dan 

menjadi simbol perlawanan kaum subaltern 

terhadap polarisasi gender pada masyarakat 

tradisional. 

 

METODE 

 

Riset ini dilaksanakan dengan 

menggunakan metode kualitatif dengan 

pendekatan etnografi. Pendekatan etnografi 

digunakan guna memudahkan periset dalam 

mempelajari serta menguak data dan fakta terkait 

perilaku masyarakat dalam konteks sosio kultural 

dan makna simbolik dalam pelaksanaan 

pernikahan di Desa Sengkerang sebagai simbol 

perlawanan kaum subaltern terhadap polarisasi 

gender (Yusuf, 2014); Yusanto (2019). Data 

primer riset didapatkan dari hasil observasi dan 

wawancara, sedangkan data sekunder didapatkan 

dari studi literatur relevan. Data pada riset ini 

dianalisis dengan merujuk pada tahapan yang 

dikemukakan Creswell, yaitu dengan cara 

menyajikan data (data display), kemudian 

mereduksi data tersebut (Safinah & Arifin, 2021). 

Apabila terdapat data yang kurang relevan, maka 

periset akan kembali mengumpulkan data yang 

diperlukan kemudian melakukan verifikasi ulang 

(Zohiro et al., 2024). Jika data sudah tepat dan 

sesuai, maka akan langsung ditarik kesimpulan. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Hasil 

Budaya pernikahan di Desa Sengkerang 

secara umum dilaksanakan sebagaimana prosesi 

adat pernikahan Sasak yaitu dimulai dengan 

lamaran atau maling (membawa lari calon 

perempuan), besejati (mengabarkan informasi 

pernikahan ke keluarga perempuan), selabar 

(tawar-menawar harga mahar), ngawinan (akad 

nikah), nyongkolan (arak-arakan pengantin), dan 

yang terakhir bales lampak nae (kunjungan 

keluarga laki-laki secara tertutup ke rumah 

keluarga perempuan) (Zohiro et al., 2024). 

Sebagai desa yang masih memegang erat warisan 

nenek moyang, prosesi adat di Desa Sengkerang 

masih berjalan dengan baik dan dilestarikan, 

namun prosesi adat pernikahan di desa tersebut 

kini sudah lebih banyak dilakukan dengan cara 

lamaran atau dalam bahasa Sasak disebut bait 

(ambil) calon, menggantikan dominasi tradisi 
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maling perempuan (merarik). Hal tersebut terjadi 

karena Desa Sengkerang, khususnya di Dusun 

Sengkerang Tiga yang mengadopsi awig-awig 

(peraturan adat lokal) tentang pemberian nominal 

mahar (pisuke) kepada laki-laki yang ingin 

mempersunting perempuan di Dusun Sengkerang 

Tiga. Pemberian pisuke pada keluarga 

perempuan terjadi pada proses selabar, yang 

pada umumnya akan terjadi tawar-menawar 2-3 

kali oleh masing-masing kepala dusun. 

Kepala Dusun Sengkerang Tiga yang 

merupakan informan kunci memaparkan bahwa 

awig-awig tersebut sudah berjalan beberapa 

tahun terakhir dengan bentuk abstrak atau verbal 

(tidak tertulis). Masyarakat di Dusun Sengkerang 

Tiga sudah menganggap kebiasaan mematok 

nominal mahar bagi perempuan terpelajar 

menjadi sebuah adat yang tanpa sadar terus 

dijalankan. Semakin tinggi jenjang pendidikan 

dan semakin banyak biaya yang dihabiskan, 

maka semakin tinggi pula mahar bagi si 

perempuan. Hal itu bukan hanya semata-mata 

karena kebiasaan masyarakat di sana, akan tetapi 

juga tidak jarang dari pihak laki-laki sudah 

memahami dan lumrah dengan hal demikian, 

sehingga tidak ada proses tawar-menawar mahar, 

bahkan justru dari pihak laki-laki yang dengan 

sendirinya memberikan nominal yang tinggi. 

Pemberlakuan awig-awig ini juga mampu 

mendongkrak jumlah kaum perempuan terpelajar 

di Desa Sengkerang, khsusunya di Dusun 

Sengkerang Tiga. Berdasarkan penuturan 

informan, persentase perempuan yang lanjut ke 

perguruan tinggi dengan yang tidak lanjut adalah 

75%:25% berdasarkan pengamatan dan 

pencatatan dusun pada tahun 2025. Ekskalasi 

tingkat lulusan sarjana kaum perempuan di Desa 

Sengkerang juga berhasil meredam kasus 

pernikahan anak. Informan mengungkapkan 

bahwa kasus pernikahan anak sudah mulai 

memudar sejak tahun 2016, seiring 

meningkatnya minat dan kesadaran masyarakat 

terutama kaum perempuan untuk menempuh 

jenjang pendidikan tinggi. 

 

Pembahasan 

 

Stratifikasi Pendidikan dalam Praktik Mahar 

Dalam konteks awig-awig pernikahan di 

Desa Sengkerang, besaran mahar yang 

ditentukan berdasarkan tingkat pendidikan 

perempuan menunjukkan adanya perubahan 

paradigma dalam memaknai posisi perempuan di 

ruang sosial dan budaya. Jika sebelumnya 

perempuan sering ditempatkan sebagai pihak 

yang pasif, kini pendidikan tinggi memberikan 

nilai tawar yang lebih besar terhadap dirinya. 

Mahar yang lebih tinggi untuk perempuan 

berpendidikan tinggi tidak semata-mata dilihat 

sebagai bentuk materialisasi nilai, tetapi juga 

sebagai simbol penghargaan atas investasi 

keluarga terhadap pendidikan perempuan serta 

pengakuan sosial terhadap kapabilitas yang 

dimilikinya. 

Pendidikan tinggi dalam hal ini berfungsi 

sebagai instrumen simbolik untuk meredam 

polarisasi gender yang selama ini membatasi 

peran perempuan hanya pada ranah domestik. 

Ketika perempuan dengan pendidikan tinggi 

dihargai lebih dalam tradisi mahar, masyarakat 

secara tidak langsung menggeser stereotip lama 

yang menempatkan perempuan hanya sebagai 

"beban ekonomi" dalam pernikahan. Sebaliknya, 

mereka dipandang sebagai subjek berdaya yang 

memiliki potensi pengetahuan, keterampilan, dan 

kapasitas sosial yang bernilai. 

Polarisasi gender yang cenderung 

menempatkan laki-laki sebagai dominan dan 

perempuan sebagai subordinat mengalami titik 

balik melalui mekanisme simbolik ini. Mahar 

berbasis pendidikan menjadi bentuk resistensi 

kultural masyarakat Desa Sengkerang terhadap 

stereotip gender, karena memperlihatkan bahwa 

perempuan bukan sekadar objek dalam 

perkawinan, melainkan individu yang nilai 

sosialnya dapat meningkat seiring dengan 

pencapaian intelektualnya. Dengan demikian, 

awig-awig ini berperan strategis dalam membuka 

ruang keadilan gender dan mendorong kesadaran 

kolektif bahwa pendidikan tinggi bukan hanya 

milik laki-laki, melainkan juga menjadi hak dan 

sarana pemberdayaan perempuan. 

 

Perlawanan Simbolik Kaum Subaltern di 

Desa Sengkerang 

Perempuan dalam masyarakat pedesaan 

kerap ditempatkan pada posisi subaltern, yaitu 

kelompok yang tidak memiliki ruang cukup 

untuk menyuarakan kepentingannya karena 

terpinggirkan oleh dominasi struktur sosial 

patriarkis. Namun, dalam konteks awig-awig 

pernikahan di Desa Sengkerang, muncul bentuk 

perlawanan simbolik yang dilakukan oleh kaum 

perempuan melalui mekanisme penentuan mahar 

berbasis tingkat pendidikan. Awig-awig ini dapat 

dipahami sebagai ruang simbolik di mana 

perempuan melakukan negosiasi terhadap nilai 

dan identitasnya. Jika pada tataran budaya 
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tradisional perempuan sering direduksi hanya 

pada peran domestik, kini tingkat pendidikan 

mereka dijadikan dasar legitimasi sosial yang 

menentukan besaran mahar. Praktik ini bukan 

sekadar soal ekonomi, melainkan bentuk 

resistensi kultural yang menggeser cara pandang 

masyarakat terhadap perempuan. 

Dengan mengaitkan mahar pada capaian 

pendidikan, perempuan subaltern Desa 

Sengkerang menyampaikan pesan simbolik 

bahwa mereka memiliki nilai yang setara dan 

layak dihargai. Hal ini sekaligus menantang 

konstruksi gender lama yang menempatkan laki-

laki sebagai pihak dominan dalam perkawinan 

(Huda, 2025). Mahar yang lebih tinggi untuk 

perempuan berpendidikan tinggi 

merepresentasikan pengakuan sosial bahwa 

perempuan memiliki potensi intelektual dan daya 

tawar dalam relasi sosial-budaya. Perlawanan 

simbolik ini tidak diwujudkan dalam bentuk 

konfrontasi langsung (Riandini & Alfian, 2022), 

melainkan melalui jalur budaya yang melekat 

dalam tradisi pernikahan. Di sinilah strategi 

simbolik perempuan subaltern terlihat: mereka 

menggunakan aturan adat (awig-awig) sebagai 

sarana untuk mendefinisikan ulang posisi mereka 

dalam struktur sosial. Dengan kata lain, awig-

awig pernikahan di Desa Sengkerang berfungsi 

sebagai arena dialektika antara tradisi, patriarki, 

dan upaya perempuan untuk memperoleh 

pengakuan serta kesetaraan gender. 

Melalui mekanisme ini, perempuan 

subaltern bukan hanya sekadar objek dalam 

perkawinan, tetapi juga menjadi subjek aktif 

yang mampu memanfaatkan instrumen kultural 

untuk memperjuangkan kepentingannya. Dengan 

demikian, awig-awig pernikahan di Desa 

Sengkerang merefleksikan bentuk perlawanan 

simbolik yang cerdas, halus, dan berakar pada 

budaya lokal, sekaligus membuka jalan bagi 

transformasi sosial menuju kesetaraan gender. 

Gayatri Chakravorty Spivak melontarkan judul 

esai dengan konotasi pertanyaan, Can the 

Subaltern Speak? yang menekankan bahwa 

subaltern adalah kelompok sosial yang 

termarginalkan dan tidak memiliki kesempatan 

untuk menyuarakan kepentingannya secara 

langsung karena mereka tertutup oleh struktur 

dominasi seperti kolonialisme, kapitalisme, dan 

patriarki. Karena suara perempuan tidak didengar 

atau tidak dianggap sah dalam ruang publik, 

perempuan sering diposisikan sebagai subaltern 

dalam masyarakat tradisional.  

Kerangka ini dapat digunakan untuk 

membaca awig-awig pernikahan Desa 

Sengkerang, yang menentukan besaran mahar 

berdasarkan pendidikan perempuan. Perempuan 

pada mulanya berada dalam relasi pernikahan 

dan dianggap sebagai pihak yang diterima oleh 

keluarga laki-laki dengan nilai tukar yang 

ditentukan oleh tradisi patriarkis. Namun, 

perempuan secara simbolik melawan polarisasi 

gender dengan menilai pendidikan sebagai 

mahar. 

Menurut Spivak, perlawanan subaltern 

dapat berupa resistensi simbolik yang berasal dari 

struktur budaya yang ada daripada konfrontasi 

terbuka (Al Masjid et al., 2023). Hal ini juga 

memiliki kesinambungan dengan teori 

Perlawanan Simbolik dari James Scott yang 

menekankan bahwa perlawan simbolik bersifat 

halus, terselubung, dan tidak konfrontatif. 

Perempuan Desa Sengkerang menggunakan 

awig-awig yang merupakan sebuah instrumen 

adat untuk memperbaiki dan menegaskan posisi 

mereka. Oleh karena itu, perempuan yang 

memiliki pendidikan tinggi memiliki nilai sosial 

yang lebih tinggi, yang secara tidak langsung 

memaksa masyarakat dan laki-laki untuk 

menerima kemampuan intelektual dan 

kemandirian perempuan. 

Hal ini menjadi penting karena awig-awig 

tersebut menghadirkan logika baru dalam relasi 

gender. Polarisasi gender yang sebelumnya 

membagi laki-laki sebagai pihak dominan dan 

perempuan sebagai pihak subordinat mulai 

tereduksi melalui simbol penghargaan berbasis 

pendidikan. Perempuan tidak lagi sekadar dilihat 

sebagai pihak yang pasif dalam perkawinan, 

melainkan sebagai subjek berdaya yang memiliki 

modal simbolik dan sosial untuk mengubah 

persepsi masyarakat. Dengan menggunakan 

perspektif feminisme Spivak, awig-awig 

pernikahan di Desa Sengkerang dapat dipahami 

sebagai praktik kultural di mana kaum 

perempuan subaltern “berbicara” melalui simbol. 

Mereka mungkin tidak secara langsung 

menyuarakan penolakan terhadap patriarki, tetapi 

dengan melembagakan aturan tentang mahar 

berbasis pendidikan, mereka berhasil 

menegosiasikan nilai mereka dan melawan 

stereotip gender yang meminggirkan. 
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KESIMPULAN 

 

Awig-awig pernikahan di Desa 

Sengkerang tidak hanya berfungsi sebagai 

regulasi sosial tradisional, tetapi juga sebagai 

sarana perlawanan simbolik oleh kelompok 

subaltern terhadap pola-pola dominasi dan 

pembagian peran gender yang kaku. Melalui 

praktik dan nilai-nilai yang terkandung dalam 

awig-awig, komunitas lokal mampu 

memodifikasi, menegosiasikan, dan menantang 

sistem polaritas gender yang selama ini 

memarginalkan kaum perempuan. Dengan 

demikian, awig-awig pernikahan menjadi 

instrumen penting dalam mereproduksi sekaligus 

mereformasi struktur sosial yang lebih inklusif 

dan berkeadilan gender di tingkat lokal. 

Perlawanan simbolik ini memperlihatkan bahwa 

perempuan tidak sepenuhnya pasif, melainkan 

mampu menyuarakan kepentingan mereka 

melalui strategi budaya yang diakui dan 

dilegitimasi masyarakat.  
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